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PUTUSAN

Nomor 632 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh

Penuntut  Umum pada  Kejaksaan  Negeri  Kolaka, telah  memutus  perkara

Terdakwa :

Nama : ANITA TRESNAWATI binti SAMSU SUAIB;

Tempat lahir : Sabilambo;

Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/23 Mei 1989;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Panorama  Nomor 24,  Kelurahan

Sambilambo, Kecamatan  Kolaka,  Kabupaten

Kolaka;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut  berada dalam tahanan  Rumah Tahanan Negara

(Rutan)  sejak  tanggal 10  Agustus  2018 sampai  dengan  tanggal  2  Maret

2019;

Terdakwa diajukan di  depan  persidangan Pengadilan Negeri Kolaka

karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam

dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut  Umum pada Kejaksaan Negeri

Kolaka tanggal 22 Januari 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANITA TRESNAWATI alias NITA binti SAMSU

SUAIB  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan

tindak  pidana  “Dengan sengaja  melakukan  penganiayaan  yang

mengakibatkan  luka”  sebagaimana  tercantum dalam Dakwaan Tunggal

Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
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2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANITA TRESNAWATI  alias

NITA binti SAMSU SUAIB dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan

dikurangi  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  oleh  Terdakwa,  dengan

perintah agar Terdakwa ditahan;

3. Membebani  Terdakwa ANITA TRESNAWATI alias NITA binti SAMSU

SUAIB  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp5.000,00 (lima  ribu

rupiah);

Membaca  Putusan  Pengadilan  Negeri  Kolaka  Nomor

261/Pid.B/2018/PN Kka,  tanggal  29 Januari 2019 yang amar  selengkapnya

sebagai berikut : 

1. Menyatakan  Terdakwa  ANITA  TRESNAWATI  binti  SAMSU  SUAIB

tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam Dakwaaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 3 (tiga) bulan

3. Menetapkan  pidana  penjara  tersebut  tidak  perlu  dijalani  kecuali

apabila  di kemudian hari  terdapat  perintah  lain  dalam Putusan  Majelis

Hakim karena  Terpidana telah bersalah melakukan suatu tindak pidana

sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir; 

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Sulawesi  Tenggara  Nomor

23/PID/2019/PT  KDI, tanggal  27  Maret  2019 yang  amar  selengkapnya

sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari  Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Kolaka;

2. Menguatkan  putusan  Pengadilan  Negeri  Kolaka  Nomor

261/Pid.B/2018/PN  Kka,  tanggal  29  Januari  2019 yang  dimintakan

banding tersebut;

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat

peradilan,  yang  dalam  tingkat  banding  ditetapkan  sebesar Rp5.000,00

(lima ribu rupiah);
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Membaca  Akta  Permohonan  Kasasi  Nomor  261/Akta  Pid.B/2018/

PN Kka, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri  Kolaka,  yang

menerangkan  bahwa  pada  tanggal  15  April  2019,  Penuntut  Umum pada

Kejaksaan Negeri Kolaka mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 April 2019 dari  Penuntut Umum

pada  Kejaksaan  Negeri  Kolaka  tersebut  sebagai  Pemohon  Kasasi, yang

diterima di  Kepaniteraan Pengadilan Negeri  Kolaka pada tanggal  29 April

2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang  bahwa  putusan  Pengadilan  Tinggi  Sulawesi  Tenggara

tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Kolaka pada tanggal 5 April 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan

permohonan kasasi pada tanggal 15 April 2019 serta memori kasasinya telah

diterima di  Kepaniteraan Pengadilan Negeri  Kolaka pada tanggal 29 April

2019.  Dengan  demikian,  permohonan  kasasi  beserta  dengan  alasan-

alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut

undang-undang,  oleh  karena itu  permohonan  kasasi  Penuntut  Umum

tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang  bahwa  alasan  kasasi  yang  diajukan  Pemohon  Kasasi/

Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas

perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon

Kasasi/Penuntut  Umum tersebut,  Mahkamah Agung  berpendapat  sebagai

berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena

putusan Judex Facti  Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Judex

Facti  Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”, tidak

salah  dan  telah  menerapkan  peraturan  hukum  sebagaimana  mestinya

serta  cara  mengadili  telah  dilaksanakan  menurut  ketentuan  undang-

undang;
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- Bahwa  putusan  Judex  Facti juga  telah  mempertimbangkan  fakta

hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta

hukum yang terungkap di muka sidang,  bahwa saat terjadi pertengkaran

mulut antara Terdakwa dengan saksi korban Hartina alias Tina binti Biosan

yang kemudian menjadi perkelahian, Terdakwa dan saksi korban saling

tarik  menarik  rambut  dan  saling  pukul,  Terdakwa  telah  memukul,

mencakar,  dan  menendang  saksi  korban,  kemudian  saat  saksi  korban

dalam  posisi  menunduk,  Terdakwa  menarik  baju  saksi  korban  hingga

terlepas  dari  badannya  saksi  korban,  sehingga  perbuatan  materiil

Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 351 Ayat (1)

KUHP pada dakwaan tunggal;

- Bahwa  demikian  pula  putusan  Judex  Facti  menjatuhkan  pidana

kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan

ketentuan  pidana  tersebut  tidak  perlu  dijalani  kecuali  dikemudian  hari

dengan putusan Hakim ditentukan lain karena Terdakwa telah bersalah

melakukan  suatu  tindak  pidana  sebelum  waktu  percobaan  selama

6  (enam)  bulan  berakhir,  tidak  melampaui  kewenangannya  dan  telah

mempertimbangkan  dengan  cukup  semua  keadaan  yang  melingkupi

perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan

yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa  terhadap  alasan  kasasi  Penuntut  Umum  yang

mempermasalahkan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu

ringan, menurut  Judex Juris hukuman yang dijatuhkan oleh  Judex Facti

Pengadilan  Tinggi  Sulawesi  Tenggara  yang  menguatkan  putusan

Pengadilan  Negeri  Kolaka  telah  tepat  dan  adil  menurut  hukum

dikarenakan antara Terdakwa dengan korban telah berdamai dan saling

memaafkan, selain itu dengan dijatuhkannya pidana percobaan kepada

Terdakwa memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki

perbuatan yang telah dilakukannya tanpa harus menjatuhkannya ke dalam

penjara  dalam  artian  tidak  membuat  derita  bagi  Terdakwa  dan

keluarganya,  mengingat  pergaulan  di  dalam  penjara  terbukti  sering

membawa pengaruh buruk bagi seorang Terpidana, terutama bagi orang-
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orang  yang  melakukan  tindak  pidana  karena  dorongan  faktor  tertentu

yang ia  tidak mempunyai  kemampuan untuk  menguasai  dirinya,  dalam

artian bukan penjahat yang sesungguhnya;

- Bahwa  selain  itu  alasan  kasasi  Penuntut  Umum  tidak  dapat

dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan,

hal  demikian tidak  tunduk pada kasasi,  Judex Facti dalam putusannya

telah  mempertimbangkan  keadaan-keadaan  yang  memberatkan  dan

meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;

- Bahwa  meskipun  berat  ringannya  pidana  yang  dijatuhkan  pada

prinsipnya merupakan wewenang Judex Facti, akan tetapi bila ada fakta

relevan  yang  memberatkan  atau  meringankan  Terdakwa  belum

dipertimbangkan  Judex  Facti atau  Judex  Facti tidak  cukup

mempertimbangkan  mengenai  hal  tersebut,  Mahkamah  Agung  dapat

memperbaiki  pidana  yang  dijatuhkan  kepada  Terdakwa.  Namun  dalam

perkara ini  Judex Facti sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-

hal  yang memberatkan dan meringankan serta  pidana yang dijatuhkan

juga sudah tepat;

Menimbang,  bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata

pula  putusan  Judex  Facti  dalam  perkara  ini  tidak  bertentangan  dengan

hukum  dan/atau  undang-undang, maka  permohonan kasasi tersebut

dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk

membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

tentang  Mahkamah  Agung  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang  Nomor  5  Tahun  2004  dan  Perubahan  Kedua  dengan  Undang-

Undang  Nomor  3  Tahun  2009  serta  peraturan  perundang-undangan  lain

yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :
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- Menolak  permohonan  kasasi  dari  Pemohon  Kasasi/PENUNTUT

UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KOLAKA tersebut;

- Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara

pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.,

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.,

Hakim-Hakim  Agung  sebagai  Hakim-Hakim  Anggota,  putusan  tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada  hari  dan  tanggal  itu

juga,  oleh  Ketua  Majelis  yang  dihadiri  Hakim-Hakim  Anggota  serta

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.  Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri

oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,   Ketua Majelis,

TTD TTD

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.     Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

TTD

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI

a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA UMUM
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Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum
NIP.19611010 198612 2 001
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